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PENDAHULUAN 

Dalam Undang-Undang No.44 Tahun 

2009 Tentang Rumah sakit, disebutkan 

bahwa Rumah Sakit mempunyai kewajiban 

untuk menghormati dan melindungi hak-hak 

pasien. Hak Pasien tersebut diantaranya 

adalah hak untuk dijaga rahasia medisnya 

dan hak untuk mendapatkan isi dari rekam 

JURNAL KESEHATAN 
FAKULTAS KESEHATAN 
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO 
Volume 20. No.2 (Suplemen 1) 
ISSN: 1412-6557 

*Corresponding author: E-mail: 422201802253@mhs.dinus.ac.id 

ABSTRACT 

Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals, states that hospitals are obliged to respect and 
protect the rights of patients. The early survey found that completion time in the 
implementation of the release of medical information for claims was constrained, depend 
on the presence and willingness of doctors to fill out medical information. These obstacles 
can possibly cause the loss for patients. The purpose of this study was to analyze the 
implementation of the release of medical information for commercial insurance claims at 
RSI Sultan Agung Semarang. 
The type of this research is descriptive qualitative with a cross sectional approach. The 
research was conducted on May-June 2021 with 2 subjects, namely the insurance officer 
and the head of the medical record unit. The data were collected by online interviews and 
analyzed descriptively based on regulations of the Sultan Agung Hospital and the legal 
aspects of health and then conclusions were drawn. 
The results showed that the implementation of information release has maintained patient 
privacy, every release of medical information is followed by permission from the 
patient/family, release to third parties accompanied by a power of attorney, release of 
medical information is given by the DPJP doctor. However, the release of medical 
information has not been involved the director and the regulation on completion time 
standards has not been implemented optimally. Suggestions from this study is to evaluate 
the applicable regulations. 
 
Keywords: Release of Medical Information, Medical Records, Commercial Insurance     
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medis. Hak pasien untuk mendapatkan 

rekam medis tersebut tidak terbatas pada 

pasien itu sendiri tetapi dapat pula pada 

orang yang diberi wewenang oleh pasien 

atau secara undang-undang yang telah 

ditentukan. 

Ketika mengajukan klaim asuransi, 

tertanggung/ pasien harus melampirkan 

seluruh perincian biaya perawatan, resume 

medis dan mengisi formulir pengajuan 

klaim.(1) Pasien dapat meminta informasi 

medis yang menjadi hak nya. Karena rekam 

medis dapat digunakan sebagai bahan 

bukti pengajuan klaim asuransi.(2) Rumah 

Sakit dan tenaga kesehatan wajib untuk 

menjaga kerahasiaan informasi medis 

pasien, tetapi disisi lain juga harus 

memperhatikan hak pasien beserta 

kepentingan-kepentingan dari pasien atas 

informasi medisnya. Dalam Pasal 47 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran adalah yaitu 

“Rekam medis harus disimpan dan dijaga 

kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi 

dan pimpinan sarana pelayanan 

kesehatan”.(3) Oleh karenanya Rumah Sakit 

dalam memberikan informasi medis pasien 

harus berhati-hati dan hanya diberikan 

kepada orang yang berhak dengan prinsip 

minimal dan relevan dan cukup. 

Rumah Sakit dan tenaga kesehatan 

dapat memberikan infomasi medis apabila 

telah mendapatkan persetujuan dari pasien 

atau yang berhak. Pengecualian dari pada 

itu Rumah Sakit dapat membuka rahasia 

medis tanpa persetujuan dari pasien sesuai 

peraturan perundang-undangan untuk 

kepentingan orang banyak atau untuk 

kepentingan penegakan hukum. 

Hasil survei awal di RSI Sultan Agung 

Semarang diketahui jumlah permintaan 

pelepasan informasi medis bulan Juli – 

September 2020 untuk keperluan asuransi 

sebanyak 47 formulir yang bekerja sama 

dengan 23 perusahaan asuransi. 

Pelepasan informasi medis di layani oleh 

petugas bagian asuransi yang berjumlah 1 

orang. Berkaitan dengan pengadaan isi 

formulir pelepasan informasi medis ini 

waktu pengadaannya belum pasti karena 

bergantung kepada kehadiran dan 

kesediaan dokter yang merawat pasien 

tersebut. Tujuan penelitian ini adalah 

menganalisis proses pelepasan informasi 

medis untuk klaim asuransi komersial di RSI 

Sultan Agung Semarang Tahun 2021. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan Sectional melalui wawancara 

daring. Subjek pada penelitian ini yaitu 

berjumlah 2 orang, terdiri dari 1 petugas 

rekam medis bagian asuransi sebagai 

informan kunci dan 1 kepala unit rekam 

medis sebagai informan triangulasi. Objek 

penelitian ini adalah pelaksanaan 

pelepasan informasi untuk klaim asuransi 

komersial. Analisa data menggunakan 

analisa deskriptif yaitu dengan 

menggambarkan keadaan sebenarnya di 

lapangan dan dibandingkan dengan 

kebijakan Rumah Sakit dengan teori hukum 

kesehatan. 

HASIL 
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Regulasi Rumah Sakit Terkait Pelepasan 

Informasi Medis untuk Keperluan 

Asuransi Komersial. 

Wawancara dengan kepada rekam 

medis diketahui bahwa RSI Sultan Agung 

Semarang telah memiliki Regulasi 

pelepasan informasi pelapasan informasi, 

yaitu berupa SPO Pelayanan Asuransi dan 

SPO Surat Keterangan Dokter.  

Proses pelepasan informasi yaitu 

Pemohon mengajukan formulir asuransi 

dan mengisi surat pernyataan pengajuan 

asuransi disertai bukti identitas pemohon 

dan pasien, petugas pelayanan asuransi 

menulis di buku register dan membuatkan 

bukti tanda terima, kemudian formulir 

asuransi diajukan ke dokter DPJP/dokter yg 

merawat pasien untuk diisi, apabila sudah 

jadi/sudah siap diambil maka petugas akan 

menghubungi pasien/keluarga untuk 

segera diambil, saat pengambilan pemohon 

menunjukkan bukti tanda terima dan 

kwitansi pembayaran dari kasir. 

Prosedur Surat Keterangan Dokter 

yaitu Petugas Rekam Medis menerima 

surat permintaan pengisian keterangan 

dokter yang berisi tentang tujuan/ keperluan 

dari surat keterangan dokter tersebut, Untuk 

keterangan dokter yang rinci diperlukan 

surat pernyataan dari penderita atau 

walinya bagi penderita yang dibawah umur 

dan ahli waris (keluarga) bagi yang sudah 

meninggal dunia yang berisi tentang 

alasan/keperluannya (Surat Kuasa), 

Petugas Rekam Medis melengkapi formulir 

permintaan tersebut / diketik dan 

selanjutnya diserahkan ke dokter yang 

merawat untuk diisi dan ditanda tangani, 

dan apabila dokter yang merawat 

berhalangan hadir untuk mengisi maka 

dapat diwakilkan Dokter penanggung jawab 

instalasi, Setelah selesai / lengkap formulir 

tersebut kemudian diberi stampel RS Sultan 

Agung Semarang dan membayar ke kasir 

sesuai tarif pengisian surat keterangan, 

Setiap surat keterangan dokter dibuatkan 

arsip 

Apabila yang mengajukan permintaan 

informasi medis bukan dari pasien tersebut 

maka, pemohon membawa surat kuasa 

yang disertai materai dan jaminan yang 

digunakan untuk permintaan pelepasan 

informasi pihak pemohon membawa bukti 

identitas pemohon dan pasien. Guna 

kelancaran dalam proses pelayanan maka 

pemohon dikenakan biaya yang harus 

dibayarkan. 

Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis 

untuk Kepeluan Asuransi Komersial 

Pihak Peminta Informasi Medis 

Hasil wawancara dengan petugas 

asuransi dan kepala rekam medis diketahui 

bahwa pihak yang boleh meminta informasi 

medis untuk keperluan asuransi adalah 

pasien, keluarga pasien dan asuransi. Tidak 

ada batasan umur untuk pemohon, namun 

untuk pemohon yang masih dibawah umur 

diwakilkan orang tua atau keluarga. Surat 

kuasa bermaterai dan identitas pasien wajib 

dilampirkan apabila pemohon bukan 

pasien/keluarga. 

Tata Cara Permintaan Pelepasan Informasi 

Medis 
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Hasil wawancara dengan petugas 

asuransi dan kepala rekam medis diketahui 

bahwa permintaan pelepasan informasi 

medis dilakukan dengan permohonan 

secara tertulis dengan dilengkapi KTP 

pasien/ pemohon, kwitansi pembayaran 

(jika riwayat untuk keperluan 

reimbursement asuransi) surat pernyataan 

pengajuan asuransi, dan surat kuasa 

bermaterai jika yang mengajukan bukan 

pasien/ keluarga 

Pengagendaan Pengisian Formulir 

Informasi Medis 

Hasil wawancara dengan petugas 

asuransi dan kepala rekam medis diketahui 

bahwa dalam pengagendaan pengisian 

formulir informasi medis petugas yang 

terlibat adalah petugas rekam medis dan 

dokter DPJP pasien. Dokter DPJP/dokter 

yang merawat pasien yang berhak mengisi 

informasi medis pasien. Waktu yang 

digunakan dalam pengisian formulir 

asuransi rata-rata 4-5 hari. Proses 

pengadaanya yaitu petugas datang ke 

ruang praktek dokter dengan mengajukan 

formulir asuransi dan membawa dokumen 

rekam medis pasien untuk di isi dan 

ditandatangani dokter DPJP. Kemudian 

petugas membubuhi formulir yang sudah 

dilengkapi dengan stampel rumah sakit 

Penyerahan Formulir Informasi Medis 

Hasil wawancara dengan petugas 

asuransi dan kepala rekam medis diketahui 

bahwa ketika pengisian formulir permintaan 

informasi medis sudah lengkap maka 

pemohon akan dihubungi oleh petugas, 

kemudian pihak yang mengambil informasi 

medis membawa form tanda terima dan 

kwitansi pembayaran dari kasir, selanjutnya 

petugas menulis nama terang dan tanda 

tangan kedalam buku register sebagai bukti 

pengambilan. Data yang dicatat petugas 

dalam pelepasan informasi medis meliputi 

nama pasien, no rm, jenis asuransi yang 

diajukan, pasien rawat jalan atau rawat 

inap, petugas penerima disertai tanda 

tangan. Pelaporan pada pelayanan ini 

dicatat manual dalam buku kemudian setiap 

bulannya di rekapitulasi dengan bantuan 

komputer 

Kendala pada Pelaksanaan Pelepasan 

Informasi Medis untuk Keperluan 

Asuransi Komersial 

Berdasarkan hasil wawancara 

diketahui kendala dalam pelaksanaan 

pelepasan informasi medis ada pada 

penyesuaian dengan jadwal praktek dokter 

DPJP dan ketidakhadiran dokter yang 

sedang cuti menyebabkan pengajuan 

pengisian formulir asuransi tertunda. 

PEMBAHASAN 

Regulasi Rumah Sakit Terkait Pelepasan 

Informasi Medis untuk Keperluan 

Asuransi Komersial. 

Standar operasional prosedur adalah 

langkah-langkah untuk yang dibakukan 

untuk menyelesaikan pekerjaan rutin 

tertentu, dengan tujuan pekerjaan 

terlaksana secara efisien, efektif, konsisten/ 

seragam dan aman.(4) Dalam pelaksanaan 

pelepasan informasi medis di RSI Sultan 

Agung sudah terdapat SPO yang mengatur 

pelaksanaanya yaitu SPO Pelayanan 

Asuransi dan SPO Surat keterangan dokter. 
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Dengan adanya SPO tersebut 

membuktikan bahwa RS Sultan Agung telah 

mengatur tatacara pembukaan informasi 

medis pasien untuk keperluan asuransi 

supaya pelaksanaan pelepasan informasi 

terlaksana dengan efektif dan seragam.  

Hal  tersebut  berbeda dengan  hasil  

penelitian yang dilakukan di  RS PMC 

diketahui bahwa dalam pelepasan informasi 

medis belum tersedia SOP tentang 

pelaksanaan  pelepasan  informasi  medis  

untuk asuransi.(5) 

Pengaturan SPO Pelayanan asuransi 

tersebut digunakan untuk memfasilitasi 

pelepasan informasi medis untuk 

kepentingan pembiayaan kesehatan pasien 

atau berdasarkan permintaan pasien 

sendiri. Pengaturan tersebut sesuai dengan 

Pasal 5 ayat (1) dan (2) PMK Nomor 36 

Tahun 2012 tentang rahasia kedokteran 

disebutkan bahwa “Rahasia Kedokteran 

dapat dibuka hanya untuk kepentingan 

kesehatan pasien, memenuhi aparatur 

penegak hukum dalam rangka penegakan 

hukum, permintaan pasien sendiri, atau 

berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Pada ayat (2 ) 

Pembukaan rahasia kedokteran dilakukan 

terbatas sesuai kebutuhan”(3)  

Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis 

untuk Kepeluan Asuransi Komersial 

Pihak Peminta Informasi Medis 

Pasal 12 ayat (4) PMK 269 Tahun 

2008  disebutkan bahwa yang berhak 

mendapatkan ringkasan rekam medis 

adalah  Pasien, Keluarga pasien, Orang 

yang diberi kuasa oleh pasien atau keluarga 

pasien, Orang yang mendapat persetujuan 

tertulis dari pasien atau keluarga pasien.(6) 

Dalam pedoman penyelenggaraan rekam 

medis, dijelaskan juga bahwa informasi 

medis dapat berikan kepada pihak-pihak 

yaitu Asuransi, pasien/ keluarga, rumah 

sakit tempat rujukan, dokter yang merawat 

pasien, kepolisian, untuk perluan 

pengadilan. (7) 

Hasil pelaksanaan pelepasan di RSI 

Sultan Agung diketahui bahwa yang dapat 

meminta informasi medis pasien untuk 

keperluan asuransi yaitu pasien, keluarga 

pasien, asuransi penjamin dan BPJS 

ketenagakerjaan untuk kasus kecelakaan 

kerja. Jika pasien masih anak-anak, surat 

permintaan di tandatangani orang tua 

pasien. Aturan tersebut sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan di RS 

Muhammadiyah Taman Puring  Tahun 

2017, bahwa Jika pasien berumur kurang 

dari 14 tahun, permintaan  pelepasan 

informasi tertulis dari orang tua atau wali 

yang sah.(8) 

Dengan hasil demikian menandakan 

bahwa RSI Sultan Agung telah 

melaksanakan yang menjadi hak pasien 

atas rekam medis, dimana informasi medis 

pasien dapat berikan kepada pasien/ pihak 

lain yang mendapat ijin dari pasien.  

Tata Cara Permintaan Pelepasan Informasi 

Medis 

Dalam pelepasan Informasi medis 

ada beberapa unsur yang harus ada dalam 

pelaksanaanya yaitu nama lembaga yang 

membuka informasi medis tersebut, nama 

orang atau lembaga yang akan 
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mendapatkan informasi, maksud 

dibutuhkannya informasi dan tanda tangan 

pasien / kuasa.(9) Sedangkan menurut WHO 

menyatakan bahwa suatu permintaan 

pelepasan informasi, permintaan 

setidaknya memuat unsur nama lengkap 

dari pasien,  nama lembaga / orang yang 

mengajukan permohonan informasi, 

informasi yang diminta diketahui tujuan dan 

kebutuhannya,  luas informasi yang dibuka 

dan tandatangan dari pasien / walinya yang 

sah seperti orang tua atau anak.(10)  

Dalam pelaksanaan pelepasan 

informasi di RSI Sultan Agung sudah 

mencakup syarat diatas yaitu adanya 

Identitas KTP pasien atau pemohon, surat 

pernyataan pengajuan dan kwitansi 

pembayaran jika untuk keperluan 

reimbursement. Dalam formulir yang 

diajukan juga sudah memuat nama dari 

lembaga perusahaan asuransi sehingga 

sudah cukup jelas mengenai lembaga yang 

menggunakan informasi medis tersebut. 

Apabila pemohon bukan pasien atau 

keluarga pasien maka wajib membawa 

surat kuasa yang ditandatangani pasien. 

Alur pemintaan Aturan ini sesuai dengan  

Alur pelepasan informasi medis 

tersebut sesuai dengan hasil penelitian di 

RSUD Kota Salatiga, yaitu pasien atau 

keluarga pasien membawa surat atau 

blangko permintaan pelepasan informasi 

medis yang telah di isi dilengkapi dengan 

surat kuasa apabila yang meminta bukan 

pasien sendiri, fotocopy rincian biaya. Surat 

permintaan kemudian didisposisikan ke 

Instalasi Rekam Medis untuk selanjutnya di 

proses oleh rekam medis.(11)  

Dalam pelaksanaan pelepasan di RSI 

Sultan Agung belum tampak keterlibatan 

direktur ditunjukkan tidak adanya proses 

pada standar prosedur operasionalnya. 

Hasil serupa juga dapat dilihat dari 

pelepasan informasi rekam medis di Unit 

Rekam Medis RSU Kota Tangerang 

Selatan dimana proses pelepasan tidak 

menyertakan pihak direktur rumah sakit. 

Karena dinilai kasus-kasus yang tidak 

terlalu besar dapat diselesaikan oleh pihak 

Unit Rekam Medis.(12)  

Keterlibatan direktur berdasarkan 

Peraturan Menteri Kesehatan 269 Tahun 

2008 tentang Rekam Medis Pasal 10 

ayat(3) disebutkan “Permintaan rekam 

medis  (.  .  .)  tersebut harus dilakukan 

secara tertulis kepada pimpinan sarana 

pelayanan kesehatan.(6)  Melihat aturan 

tersebut sudah semestinya setiap 

permohonan pelepasan informasi medis 

harus sepengetahuan dari pimpinan rumah 

sakit atau orang yang ditunjuk oleh direktur. 

Hasil penelitian di RSU Imelda Pekerja 

Indonesia Medan juga menyebutkan bahwa 

semua pelepasan  informasi rekam  medis  

haruslah  sepengetahuan dari pimpinan 

sarana pelayanan    kesehatan.(13) Hasil 

penelitian lain juga merekomendasikan 

setiap permohonan pengisian formulir klaim 

asuransi perlu ditambahkan surat 

pengantar yang diberikan kepada Direktur 

atau orang lain yang ditunjuk oleh direktur 

sebagai bentuk pertanggungjawaban terkait 

kebenaran data dan informasi yang 
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dilepaskan oleh dari pihak rumah sakit.(14) 

Penelitian di  RSUD   dr.   Soediran   

Mangun Sumarso  prosedur permintaan 

informasi untuk klaim asuransi yaitu, 

Membuat surat permintaan ke direktur, Dari 

direktur surat permintaan di dispoisisikan 

kebagian pelayanan medik. (15) 

Pengagendaan Pengisian Formulir 

Informasi Medis 

Dari hasil wawancara diketahui 

pengisian formulir informasi medis pasien di 

RSI Sultan Agung dilakukan oleh dokter 

DPJP/dokter yang merawat pasien. Hal ini 

sesuai dengan prosedur yang ada di SPO 

Pelayanan Asuransi RSI Sultan Agung yang 

menyatakan bahwa petugas rekam medis 

mencari dan menyertakan formulir klaim 

asuransi untuk diserahkan kepada dokter 

yang memeriksa/merawat untuk di isi oleh 

dokter dan ditandatangani pada formulir 

klaim asuransi. Pelaksanaan tersebut 

sesuai dengan perngaturan Dalam Pasal 11 

Ayat (1) PMK tahun 2008 tentang Rekam 

medis dsebutkan bahwa “Penjelasan 

tentang isi rekam medis hanya boleh 

dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang 

merawat pasien dengan ijin tertulis pasien 

atau berdasarkan peraturan perundang-

undangan”. (6) 

Pernyataan sama juga dari penelitian 

di rumah sakit imelda Pekerja Indonesia 

medan yang menyatakan Dokter 

merupakan petugas yang berhak membuka 

informasi rekam medis pasien dalam 

permintaan klaim asuransi, surat 

keterangan medis dan permintaa  

kepolisian dan pengadilan.(13) 

Selain pihak yang berwenang untuk 

mengisi, perlu diperhatikan juga isi dari 

informasi yang diberikan. Menurut Hatta, 

pelepasan informasi dengan persetujuan 

atau otorisasi pasien, misalnya untuk 

kepentingan Perusahaan, asuransi 

kesehatan, pemberi kerja, dll, 

Pengungkapan harus diingat prinsip 

minimal, relevan dan cukup, yaitu informasi 

kesehatan yang diberikan harus minimal 

tetapi harus relevan dengan yang 

dibutuhkan serta cukup untuk menjawab 

pertanyaan.(16)  

Pelaksanaan DI RSI Sultan Agung 

dalam Pengagendaan formulir informasi 

medis telah dilaksanakan sesuai prinsip 

minimal, relevan dan cukup, yaitu isi 

formulir informasi medis/asuransi mengenai 

identitas pasien ditulis oleh petugas 

pelayanan asuransi dan mengenai 

kelengkapan pengisiannya ditulis oleh 

dokter meliputi diagnosa medis, riwayat 

pengobatan dan tindakan medis selama 

menjalani perawatan di rumah sakit, 

penulisan informasi medis ini cukup 

terbatas namun relevan guna tetap 

menjaga kerahasiaan informasi medis 

pasien. Stempel dari bukti legalitas 

dokumen juga telah lakukan oleptugas 

rekam medis. Hal ini penting karena jika 

informasi yang diberikan tidak lengkap 

dapat pula berdampak pada kerugian bagi 

pasien atau keluarga misalnya penyakit 

pasien menjadi lebih parah karena terapi 

yang tidak sesuai oleh karena informasi 

yang tidak lengkap, atau juga ditolaknya 

pengajuan klaim asuransi oleh pasien 
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kepada perusahaan asuransi(17) Hasil 

penelitian lain menyebutkan klaim ditolak 

dikarenakan persyaratan yang diajukan 

oleh pasien/ tertanggung tidak lengkap, 

syarat tersebut antara lain fotocopy kartu 

peserta yang masih berlaku, kwitansi asli 

dari fasilitas pelayanan kesehatan, rincian 

biaya, copy hasil- hasil pemeriksaan 

penunjang, obat-obatan dan tindakan, serta 

resume medis dari dokter yang merawat 

yang isinya menggambarkan riwayat 

penyakit selama dalam masa perawatan 

dan surat jaminan yang dikeluarkan, klaim 

sudah melewati batas reclaim, tidak 

memenuhi prosedur klaim, tidak sesuai 

dengan polis dan Term and Condition, 

diagnosa terkait pengecualian, dan juga 

untuk tanggal pelayanannya tidak sesuai 

seperti tidak adanya stempel.(18) 

Penyerahan Formulir Informasi Medis 

Rekam medis adalah dokumen 

rahasia dan hak pasien atas privasi harus 

dipertimbangkan setiap saat.(10) Dalam 

pelepasan informasi kepada pihak lain 

(secondary release) sarana kesehatan 

bertanggung jawab untuk melindungi 

informasi kesehatan yang terdapat didalam 

rekam medis terhadap kemungkinan hilang, 

rusak, pemalsuan dan akses yang tidak 

sah. Pelaksanaan di RSI Sultan Agung 

untuk dokumentasi penyerahan informasi 

kepada pemohon yang mengambil telah 

dilaksanakan dengan baik. Sehingga bila 

dikemudian hari dibutuhkan sebagai bukti 

atas pelepasan informasi medis jelas dapat 

diketahui informasi diberikan kepada siapa. 

Hasil yang sama juga dari penelitian 

di RS Muhammadiyah Taman Puring 

Jakarta tahun 2018 yang menyebutkan 

Setiap permintaan pelepasan informasi 

dilakukan pencatatan kedalam buku 

permintaan informasi medis(19) 

Namun, dalam penyerahan informasi 

medis belum ada ketentuan tertulis 

mengenai aturan pihak yang mengajukan 

dan yang mengambil informasi medis harus 

1 orang yang sama atau boleh berbeda dan 

persyaratan tambahan yang dibawa apabila 

yang mengambil bukanlah orang yang 

mengajukan permintaan informasi medis 

tersebut. Dalam SPO hanya ada ketentuan 

persyaratan yang dibawa saat mengambil 

yaitu formulir tanda terima dan kwitansi 

pembayaran dari kasir, mengingat isi 

informasi medis harus dijaga 

kerahasiaannya maka harus jelas informasi 

medis tersebut diserahkan kepada siapa 

untuk menghindari adanya pemalsuan atau 

hak akses yang tidak sah.  

Kendala pada Pelaksanaan Pelepasan 

Informasi Medis untuk Keperluan 

Asuransi Komersial 

Berdasarkan hasil wawancara jadwal 

dan kehadiran dokter DPJP mempengaruhi 

proses pelaksanaan pelepasan informasi 

karena pengisian formulir asuransi menjadi 

tertunda. Dalam SPO yang ada sudah 

ditetapkan bahwa proses pengajuan 

asuransi selama 4 hari, faktor yang 

mempengaruhi cepat lambatnya proses 

adalah kesediaan dokter DPJP untuk 

mengisi formulir asuransi. Hasil penelitian di 

RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan juga 
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menunjukkan masalah yang sama yaitu 

waktu pengambilan hasil informasi medis 

yang terlalu lama, hal ini disebabkan oleh 

karena data yang diminta belum lengkap 

dan dokter tidak berada ditempat.(20) 

Dalam SPO pelayanan asuransi tidak 

tercantum ketentuan yang mengatur 

apabila dokter tidak/ belum mau mengisi 

karena suatu hal, sehingga pengisian 

formulir asuransi tetap menunggu dari 

dokter DPJP meskipun pengajuannya lebih 

dari 4 hari. Sedangkan pada SPO Surat 

Keterangan Dokter terdapat pengaturan 

bahwa apabila dokter yang merawat 

berhalangan hadir untuk mengisi maka 

dapat diwakilkan oleh dokter penanggung 

jawab rekam medis. SPO Surat Keterangan 

Dokter ini dapat digunakan juga dalam 

pelaksanaan pelepasan informasi medis 

untuk keperluan asuransi komersial karena 

isi dari informasi yang diberikan sama yaitu 

tentang informasi pasien. namun hal ini 

tentunya perlu penyesuaian dari 

manajemen untuk perbedaan 

pemberlakukan SPO tersebut. 

Dalam Pasal 10 ayat (4) PMK Nomor 

36 Tahun 2012 tentang rahasia kedokteran 

dijelaskan bahwa “Dalam hal penanggung 

jawab pelayanan pasien tidak ada maka 

pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan 

dapat membuka rahasia kedokteran”.(21) 

Merujuk pada pengatuan PMK tersebut 

pelepasan informasi medis dapat diberikan 

oleh pimpinan fasilitas pelayanan 

kesehatan agar tercapainya batasan waktu 

dalam pelaksanaan pelepasan informasi 

medis yaitu 4 hari, walaupun dibeberapa 

kasus dalam proses pengeklaiman kepada 

perusahaan asuransi tidak secara terburu-

buru namun akan lebih baik apabila 

pelaksanaanya sesuai batasan waktu yang 

ada guna menunjang kepuasan pasien. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pelaksanaan pelepasan informasi 

medis di RSI Sultan Agung sudah terdapat 

SPO yang mengatur pelaksanaanya yaitu 

SPO Pelayanan Asuransi. Pengaturan 

dalam SPO Pelayanan Asuransi sudah 

sesuai dengan PMK Nomor 36 Tahun 2012 

tentang rahasia kedokteran yaitu mengenai 

persyaratan untuk dapat mengakses 

informasi medis pasien. Kelengkapan isi 

formulir asuransi ditulis dan ditandatangani 

dokter DPJP atau dokter yang merawat 

pasien dengan informasi medis yang 

diberikan cukup terbatas namun tetap 

relevan meliputi diagnosa medis, riwayat 

pengobatan dan tindakan medis selama 

menjalani perawatan di rumah sakit. 

Kendala Ketidakhadiran dokter dalam 

pengisian formulir informasi medis/asuransi 

dapat diatasi dengan peran direktur untuk 

dapat memberikan informasi medis sesuai 

peraturan yang berlaku. Oleh karenanya 

diperlukan evaluasi regulasi untuk 

memberikan kepastian kepada petugas 

dalam memperoses pelepasan informasi 

medis supaya pemenuhan hak pasien 

dapat terlaksana sesuai batas waktu yang 

menjadi standar dari RSI Sultan Agung. 
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